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ABSTRAK 
Dimas Fachrul Alamsyah (B 111 11 091). Peranan Laboratorium Forensik 
POLRI Cabang Makassar Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, dibimbing oleh Andi Sofyan 
dan Amir Ilyas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan 
Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dalam mengungkap 
Pembuktian terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika dan 
Psikotropika pada lingkup kerjanya yaitu Kawasan Indonesia Timur serta 
untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi penghambat laboratorium 
forensik POLRI cabang Makassar dalam melaksanakan tugas maupun 
fungsinya. 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang 
terletak dijalan Pabaeng-baeng no 8 Makassar, metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian meliputi antara lain : Data Primer sebagai data 
utama yaitu data yang membahas mengenai jumlah perkara (PK) serta 
barang bukti (BB) yang dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik 
POLRI Cabang Makassar. Dan juga meliputi Data Sekunder yang merupakan 
data pelengkap atau pendukung terhadap data utama yang meliputi, buku-
buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan 
masalah yang dibahas.  
Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang telah diambil di kantor 
Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, maka Penulis mengambil 
kesimpulan yaitu : Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar pada 
umumnya sudah sangat efektif didalam menjalankan peranannya yaitu 
sebagai tempat pemeriksaan barang bukti, di Laboratorium Forensik juga 
memeriksa barang bukti secara teknis kriminalistik di TKP untuk kepentingan 
penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
dan psikotropika. Tidak hanya itu saja peranan Laboratorium Forensik POLRI 
Cabang Makassar sangat penting didalam menentukan kandungan zat dan 
jenis narkotika, yang dimana dari hasil uji Laboratorium Forensik tersebut 
dapat diketahui dan didapatkan informasi mengenai golongan narkotika 
maupun kandungannya, serta dari hasil pemeriksaan tersebutlah penyidik 
dapat menentukan pasal yang akan disangkakan bagi para tersangka atau 
terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, 
Pemeriksaan yang dilakukan melalui Laboratorium Forensik sangat 
membantu dan besar pengaruhnya didalam mendukung keyakinan hakim, 
serta dalam hal membantu hakim untuk memutus suatu perkara, dengan 
adanya peran Laboratorium forensik dalam sistem pembuktian atau sebagai 
alat bukti di dalam persidangan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Seiring dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, 
dewasa ini tak kalah berkembangnya ialah pengaruh pemakaian obat- 
obatan dikalangan masyarakat. hal ini sebagai dampak dari kemajuan. 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin 
berkembang dengan pesat, dan salah satu masalah yang paling marak 
saat ini adalah masalah Narkotika dan Psikotropika. 
Peredaran Narkotika dan Psikotropika secara tidak bertanggung 
jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya 
akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak 
menggunakan Narkotika dan Psikotropika adalah kalangan generasi 
muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan 
bangsa di masa yang akan datang. 
Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasai 
masalah penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ini. Disisi lain 
masaiah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan 
terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. 
Disisi lain masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para 
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pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan 
dikeluarkannya aturan baru yaitu mengenai Undang-Undang Narkotika 
Nomor 35 Tahun 2009 dan Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, masalah 
penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dapat merugikan 
kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas. 
Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu 
Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai 
tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu 
pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika siapa 
pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh 
kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan 
tentu saja semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. 
Oleh karena itu, apabila ada barang bukti Narkotika dan Psikotropika 
yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa tetapi 
peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka 
barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat 
untuk diperiksa lebih lanjut. 
Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus 
penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika harus diteliti dan diperiksa 
dengan cermat dan teliti, karena dapat mempengaruhi putusan seorang 
Hakim yang menyangkut kebebasan hidup seseorang dengan hukuman 
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yang akan dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti 
penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang ditemukan, maka 
barang bukti tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang 
bukti di Pengadilan, dimana barang bukti tersebut dapat menentukan 
nasib selanjutnya, dari tersangka, apakah ia terbukti bersalah maupun 
tidak bersalah. 
Mengingat bahayanya Narkotika dan Psikotropika yang dapat 
mempengaruhi susunan syaraf pusat dan akan menimbulkan serta 
menyebebakan perubahan yang cepat pada akfititas mental dan perilaku 
pemakai, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, 
maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga 
penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan syndroma ketergantungan, 
serta apabila dipakai berlebihan tidak sesuai resep dan petunjuk dari 
dokter dapat menyebabkan kelebihan dosis (over dosis) yang dapat 
mengakibatkan efek samping sampai pada yang  paling fatal seperti 
kematian. 
Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dapat dikategorikan 
sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim). Pengertian 
kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban 
sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang 
secara kriminologi diartikan sebagai crime without victim ini sangat sulit 
diketahui keberadaanya, karena mereka dapat melakukan aksinya 
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dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu oleh 
karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu. 
Sebagaimana diketahui bahwa Narkotika dan Psikotropika itu dipakai 
apotek, instansi farmasi, rumah sakit, puskesmas serta dokter. 
Sebenarnya penggunaan Narkotika dan Psikotropika ini sendiri sangat 
diperlukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga  
penggunaan yang tanpa pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan 
yang berwenang dan ahli dibidangnya dapat mengakibatkan syndroms 
ketergantungan bagi penggunanya. 
Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan Narkotika dan 
Psikotropika adalah suatu problema yang sangat komplek, oleh karena 
itu diperlukan upaya serta dukungan dari semua pihak agar dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan bersama yaitu terciptanya kehidupan 
yang bebas dari Narkotika dan Psikotropika dimana semuanya sangat 
tergantung pada partisipasi dan peran semua pihak baik pemerintah, 
aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab 
hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah 
dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras 
untuk menghentikannya. 
Mengingat kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat dan 
teknologi yang dipergunakan kriminalistik dan crime effection juga 
semakin maju dan seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang 
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dipergunakan dalam setiap pola kejahatan, salah satunya dengan 
adanya Laboratorium Forensik yang berusaha membantu demi tegaknya 
keadilan kebenaran juga agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan 
bagi orang yang tidak bersalah. Seperti yang diingatkan oleh Marwan 
Goenadi yang isinya adalah : "Suatu hal yang harus diingat adalah 
banyaknya kejahatan maupun macamnya kejahatan ini mencerminkan 
tipe masyarakat dimana kejahatan itu terjadi dan susunan masyarakat 
mempengaruhi bentuknya kepolisian serta teknik yang dipergunakan 
kejahatan dan kepolisian adalah dua bentuk yang selalu ada dalam 
kehidupan masyarakat." 
Dalam hal ini patut kiranya memperhatikan pendapat dan uraian 
Sudarto sebagai berikut :  
"Perkembangan masyarakat atau modernisasi membawa  perubahan  
besar dalam  susunan  masyarakat yang  lebih penting lagi membawa 
perubahan besar pada nilai-nilai budaya masyarakat itu adalah suatu 
kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran 
hukum ada hubungan yang erat, oleh karena itu perencanaan 
pembangunan harus juga meliputi perencanaan perlindungan 
masyarakat terhadap pelanggaran hukum”.  
 
Dalam hal terakhir ini pembaharuan hukum pidana merupakan hal 
yang mutlak akan tetapi harus disadari bahwa pengaruh dan kemampuan 
hukum pidana itu adalah terbatas, sehingga perlindungan masyarakat 
harus juga menggunakan sarana-sarana lain selain hukum pidana, 
misalnya usaha mengolah kesehatan jiwa masyarakat. Dalam bidang 
pelaksanaan hukum pidana, faktor perkembangan masyarakat dapat 
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digunakan untuk mendatangkan keputusan hakim yang dapat 
memberikan keputusan-keputusan terhadap semua pihak." 
Untuk menjamin obyektifitas, maupun untuk melindungi hak-hak asasi 
dari tersangka diperlukan barang bukti secara ilmiah. Mengingat sangat 
luasnya daerah di Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, maka 
masalah komunikasi menjadi sangat penting. Usaha untuk lebih 
meratakan pemeriksaan ilmiah barang bukti, dan dengan semakin 
banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan 
psikotropika di Indonesia maka dibukalah cabang-cabang Laboratorium  
Forensi  diberbagai    daerah  Provinsi  yang  memiliki tingkatan 
penyalahgunaan yang tinggi diantaranya yaitu di Makassar, Surabaya, 
Semarang, Medan, Palembang, dan Denpasar. Untuk itulah Penulis 
merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian tentang : 
"Peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Dalam 
Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan 
Psikotropika." 
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B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam 
sebuah   penelitian,   sebab   dengan   adanya   rumusan   masalah   akan 
memudahkan  penelitian  untuk melakukan  pembahasan  yang searah 
dengan tujuan yang akan diterapkan, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peranan Laboratorium Forensik POLRI cabang 
Makassar, dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika ? 
2.  Bagaimanakah Hambatan Yang di alami Laboratorium Forensik POLRI 
Cabang Makassar Terhadap Tindak Pidana  Penyalahgunaan 
Narkoba dan Psikotropika ? 
C. Tujuan Penelitian 
 
 Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang 
Makassar dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan yang Dialami 
Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dalam Pembuktian 
Alat  Bukti Terhadap Tindak Pidana  Penyalahgunaan Narkoba dan 
Psikotropika. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
konstribusi pemikiran mengenai kerangka bentuk pelaksanaan tugas 
dan fungsi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar untuk 
menjalankan peran dalam pembuktian terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. 
 
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini memberikan jawaban atas 
kekeliruan atau ketidaktahuan yang terjadi dalam pembuktian terhadap 
tindakan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Laboratorium 
Forensik POLRI Cabang Makassar, sehingga akan tercipta suatu 
kepastian hukum yang jelas dimana barang bukti tidak dapat 
dihilangkan maupun dimanipulasi jika didapatkan dengan bantuan 
secara ilmiah, karena hal ini diakui oleh pakar forensik dan hakim 
maupun jaksa yang apabila pembuktian dipengadilan tidak ditemukan 
barang bukti yang jelas maka hasil pemeriksaan barang bukti di 
laboratorium forensiklah yang menjadi patokan utama terhadap alat 
bukti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Gambaran Umum Laboratorium Forensik 
1. Pengertian Laboratorium Forensik 
Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata forum, 
mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota 
- kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk 
berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan. 
Sedangkan arti forum itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di 
depan umum dan hal-hal yang merupakan bagian. 
Untuk jelasnya dapat kita lihat apa yang dikemukakan oleh Susetio 
Pramusinto yakni : 
“Forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multi 
disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, 
biologi, psikologi dan krominologi dengan tujuan membuat terang guna 
membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan 
memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus tersebut.” 
 
Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam 
tulisan ini adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri 
yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban 
menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha 
pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu 
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tindak pidana yang  terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu 
kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu 
penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka 
laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang 
merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka 
tugas Polri sebagai penyidik. 
Adapun pelaksanaan tugasnya meliputi  bantuan pemeriksaan teknis 
laboratories terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian 
perkara (TKP) serta kegiatan bantuan lainnya terhadap unsure 
operasional terutama reserse. 
Di dalam sistem pembuktian, praktek menemukan hal-hal yang hams 
diperiksa secara laboratories, lebih dahulu adalah penelitian terhadap 
zat, kotoran atau jenis rambut jenis darah, bekas noda darah dan 
sebaginya. Kegiatan penyidikan dengan menggunakan laboratorium 
telah dikenal orang sejak tahun 1920. 
Para ahli yang bertugas di dalam laboratorium tersebut biasanya 
menghadapi  masalah-masalah yang  menyangkut pembunuhan, 
misalnya usaha untuk mempelajari sebab-sebab kematian atau 
mengenai sifat yang digunakan untuk mematikan  korban ataupun  
penelitian mengenai bubuk-bubuk yang mengandung narkotika atau 
jenis-jenis candu atau minuman keras dan racun.  Penelitian  demikian  
itu akan  dipergunakan sebagai dasar penuntutan dan bilamana mampu 
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memberikan keyakinan kepada hakim, maka berdasar itupula putusan 
hakim dapat dijatuhkan. 
Menurut Klotter-Meier bahwa : 
“Laboratorium kriminal menjadi demikian penting oleh karena tidak 
semua terdakwa melakukan pengakuan atas perbuatan yang dibuatnya, 
Oleh karena itu pembuktian-pembuktian dilakukan dengan 
menggunakan ahli-ahli yang berkecimpung di dalam dunia laboratorium 
kriminal”. 
 
Sama halnya dengan ahli-ahli di bidang lain, maka keahlian pada 
laboratorium kriminal setelah mengikuti pendidikan khusus, kemudian 
latihan-latihan serta pengalaman. Sesuai dengan kemajuan teknologi 
yang  sedang  berkembang saat itu, para ahli berupaya mengenali dan 
membuktikan kejahatan dari benda-benda yang dapat ditemukan di 
tempat kejadian perkara, di samping korban yang ditemukan. Dari 
sejumlah nama tokoh para ahli dapat disebutkan diantaranya : 
a. Alberth S. Osborn (1858-1946), pada tahun 1910 menulis sebuah 
buku tentang dokumen yang merupakan buku referensi utama bagi 
para pemeriksa dokumen palsu/asli. 
b. Edmond Locard (1877-1966) mendapat pendidikan formal dalam 
bidang kedokteran dan hokum. Dengan prinsip pertukaran dua 
buah benda yang saling bertemu. la yaki bahwa Bawengan, G.W, 
Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Inetroasi, (Pradnya 
Paramita. Jakarta, 1989), him. 137. 22 setiap kejahatan dapat 
12 
 
dihubungkan dengan benda yang terbawa atau ditinggalkan oleh 
pelaku. 
c. Leone Lettes (1887-1954) pada tahun pada tahun 1915 dapat 
menentukan golongan darah A, B, AB, dan O pada darah kering. 
Golomgan darah tersebut dapat dikerjakan oleh Karl Lansteir.Cara 
yang dipakai Lettes tersebut sampai kini masih digunakan. 
 
Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, 
Dimana identifikasi dan laboratorium forensik digabung menjadi satu 
yang disebut Lembaga Laboratorium dan Identifikasi.Kemudian pada 
tahun 1964 dipisahkan tersendiri antara Laboratorium forensik dengan 
identifikasi. Adapun laboratorium forensik yang kita kenal saat ini, 
sebelumnya sebelumnya menggunakan laboratorium kriminal namun 
berdasarkan surat perintah No. Pol : Sprin/295/ll/1993 tentang validasi 
Organisasi Polri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh 
kepala kepolisian Rl, maka sejak itu nama Laboratorium kriminal Polri 
menjadi Laboratorium Forensik Polri. 
 
Laboratorium Forensik berpusat di Jakarta yang mempunyai empat 
cabang Laboratorium Forensik di Indonesia yaitu : 
a. Laboratorium Forensik cabang Surabaya 
b. Laboratorium Forensik cabang Semarang 
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c. Laboratorium Forensik cabang Medan 
d. Laboratorium Forensik cabang  Makassar 
 
2. Kewenangan formal Laboratorium forensik 
Dalam  pelaksanaan tugas pokok,  fungsi dan  peran  Labfor Polri 
selama ini antara lain didasarkan kepada : 
a. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
b. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rl. 
c. Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1173 / Menkes / SK / X /1998 
tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkoba dan 
Psikotropika. 
d. Surat Edaran Jaksa Agung Rl No. 5 / KRI / 2589 perihal 
penunjukan Labkrim Polri untuk pemeriksa tulisan. 
e. Surat Ketua Mahkamah Agung Rl No. 808 / XII /1983 perihal 
penunjukan Labkrim Polri sebagai pemeriksa barang bukti kasus 
kasus pidana umum. 
f. Surat edaran Jaksa Agung Rl No. SE / 003/SA/2/1984 tentang 
keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat 
bukti. 
g. Peraturan KAPOLRI nomor 21 tahun 2010 tentang susunan 
organisasi dan tata kerja satker Mabes Polri. 
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h. Peraturan KAPOLRI No 10 tahun 2009 tentang tata cara 
permintaan bantuan kepada Labfor Polri. 
 
3. Jenis Pelayanan Laboratorium Forensik Polri 
Laboratorium Forensik memberikan pelayanan bagi Aparat Penegak 
Hukum serta masyarakat umum yang memerlukan jasa pemeriksaan / 
pelayanan umum untuk mendapatkan rasa keadilan dan atau keperluan 
lainnya. 
 
a) Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor) 
Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis 
kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang 
bukti dokumen (tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan), 
uang palsu (uang kertas Rl, uang kertas asing, dan uang logam) 
dan produk cetak (produk cetak konvensional, produk cetak digital, 
dan cakram optik) serta memberikan pelayanan umum forensik 
kriminalistik. 
b) Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Bidbalmetfor) 
Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis 
kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang 
bukti senjata api (senjata api, peluru dan selongsong peluru), bahan 
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peledak  (bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom 
pasca ledakan  (post blast) dan metalurgi  (bukti nomor seri, 
kerusakan logam), dan kecelakaan konstruksi serta memberikan 
pelayanan umum forensik kriminalistik. 
c) Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bidfiskomfor) 
Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis 
kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang 
bukti uji kebohongan (lie detector), jejak, radioaktif, konstruksi 
bangunan, peralatan teknik, kebakaran/pembakaran, dan komputer 
(suara dan gambar (audio/video), komputer & telepon genggam 
(computer & mobile phones), dan kejahatan jaringan 
internet/intranet (cyber network) serta memberikan pelayanan 
umum forensik kriminalistik. 
d) Bidang  Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik (Bidkimbiofor) 
Bertugas  menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis 
kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia 
(bahan kimia yang belum diketahui (unknown material), dan bahan 
kimia produk industri), biolog i/serologi (serologi, biologi molecular, 
dan bahan-bahan hayati) dan toksikologi atau lingkungan hidup 
(toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup), 
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serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik. 
e) Bidang Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya forensic 
(Bidnarkobafor) 
Bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis 
kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang 
bukti narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa & semi 
sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan & sediaan 
psikotropika, laboratorium illegal (clandestine labs) bahan 
psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia 
adiktif, dan prekursor).Serta memberikan pelayanan umum forensik 
kriminalistik. 
4.  Produk hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri 
Jenis pelayanan Laboratorium Forensik Polri tersebut di sajikan 
dalam bentuk produk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri yang 
dikategorikan sesuai kepentingannya sebagai berikut: 
a. Kepentingan Peradilan (PRO JUSTICIA). 
Jenis pelayanan ini hanya diberikan berdasarkan permintaan 
dari Aparat Penegak Hukum (Polri, Jaksa, Hakim, POM TNI, PPNS 
dan 18 instansi terkait lainnya) dalam rangka proses penegakan 
hukum (Tahap Penyidikan, Penuntutan serta Peradilan) untuk suatu 
Perkara Pidana dalam bentuk berita acara pemeriksaan teknis 
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kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang 
bukti. 
b. Kepentingan Non Peradilan (NON JUSTICIA). 
Jenis pelayanan ini dapat diberikan kepada / diminta 
masyarakat dalam rangka proses penegakan aturan internal 
kelompok / masyarakat atau untuk meredam terjadinya konflik atau 
untuk kepentingan terapi (bukan kepentingan penegakan hukum). 
Biasanya dilakukan untuk suatu Perkara Perdata, Perkara dalam 
rumah tangga atau kepentingan terapi apabila ada kecurigaan 
terhadap anggota keluarga yang diduga terlibat narkoba, dalam 
bentuk surat keterangan pemeriksaan contoh uji. 
 
B. Pembagian llmu Forensik dan Tujuan Laboratorium Forensik 
1. llmu Forensik 
Pembagian llmu Forensik Dilihat dari sisi peranannya dalam 
menyelesaikan kasus-kasus kejahatan, maka ilmu forensik dibagi 
menjadi 3 golongan: 
a. llmu forensik yang menangani masalah kejahatan sebagai 
masalah yuridis, yaitu : 
 Hukum pidana, dan 
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 Hukum acara pidana 
b. llmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah 
teknis, yaitu : 
 llmu kedokteran forensik 
 llmu kimia forensik termasik Teksikologi, dan 
 llmu fisika forensik ( Balistik, Daktiloskopi, Identifikasi, dan 
fotografi ) identifikasi tersebut lazim disebut dengan 
Kriminalistik. 
c. llmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah 
manusia, yaitu : 
 Kriminologi  
 Psikologi forensik, dan 
 Psikiatri ( neurologi forensik) 
Ditinjau  dari  ketiga  aspek  tersebut  di atas maka dapat dikatakan 
pula bahwa  suatu kejahatan  di  samping merupakan masalah yuridis 
sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia.  
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Menurut Musa Perdanakusuma menguraikan hal-hal sebagai 
berikut: 
“Kejahatan sebagai masalah  yuridis, merupakan kegiatan manusia 
yang melanggar ketentuan-ketentuan (peraturan hukum pidana yang 
berlaku) (hukum positif). Sebagai  perbuatan  yang  melanggar hukum, 
maka ilmu yang digunakan dalam menangani masalah tersebut  adalah 
hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut 
merupakan soko guru atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus 
kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainya di 
atas”. 
 
Guna mengungkapkan fakta tindak Kriminalitas secara tuntas 
diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara teknis 
berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk Kriminalistik untuk 
mengungkapkan berbagai permasalahan yang timbul misalnya 
mengenai: 
 Peristiwa kejahatan apa 
 Waktu dan tempatnya dilakukan oleh si pelaku 
 Bagaimana motivasi dan latar belakangnya 
 Akibat ( sasaran / objek dan akibatnya ) beserta pengaruh 
yang ada pada si pelaku 
 Kerugian materil yang mungkin terjadi dan dampaknya 
terhadap 
 Korban dan atau lingkungan 
 Dan sebagainya termasuk nyawa manusia 
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Dengan demikian sebenarnya meskipun hukum pidana dan hukum 
acara pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian 
penanganan masalah kasus Kriminal akan tetapi tidaklah berarti 
dengan mempergunakan kedua ilmu itu dalam penyelesaian yang 
benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan 
keadilan. Oleh karena itu, maka suatu kasus kriminal sebenarnya tidak 
semata-mata hams ditangani dari aspek yuridis saja melainkan hams 
ditangani juga dari aspek teknis dan aspek manusianya, oleh sebab 
salah satu aspek kriminalitas adalah sebagai masalah manusia dan 
aspek yang yain adalah dari segi teknisnya, maka ilmu-ilmu forensik 
amat membantu didalam tugas-tugas tersebut guna mengungkap 
suatu kasus kriminal, supaya menjadi lebih jelas. 
 
2. Tujuan Laboratorium Forensik 
Sebagaimana diketahui bahwa laboratorium forensik dibentuk untuk 
membantu proses penyidikan dengan melalui pemeriksaan barang bukti 
dari suatu tindak pidana yang terjadi. Laboratorium forensilk sebagai 
sarana pembantu dalam proses penyidikan dan melaksanakan 
tugasnya, yakni, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti jika ada 
permintaan pemeriksaan, jika tidak ada permintaan pemeriksaan barang 
bukti maka pihak laboratorium forensik tidak berwenang melakukan 
pemeriksaan walaupun barang bukti sudah ada. 
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Mengingat dalam proses penyidikan, untuk mengungkapkan suatu 
tindak pidana tidak mutlak harus berpedoman pada keterangan saksi 
danketerangan tersangka atau terdakwa saja, akan tetapi penting pula 
dan bahkan dapat membantu terungkapnya suatu tindak pidana dengan 
melalui pemeriksaan barang bukti. Menurut James W. Osterberg, 
bahwa : 
“Kriminalitas adalah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan 
untuk mengenal, identifikasi, individualism dan evaluasi bukti-bukti fisik 
dengan jalan menerapkan ilmu - ilmu dalam masalah hukum dan ilmu”. 
 
Dengan demikian bukti-bukti fisik dengan penilaiannya, secara ilmu 
merupakan bidang kriinalistik. Berikut ini kita juga akan melihat apa 
yang dikemukakan oleh Goenawan Gotomo, bahwa kriminalistik adalah 
ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, mengimpun, menyusun bahan-
bahan guna peradilan. 
Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan kepada teori dasar bahwa 
semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub yang 
didasarkan kepada keadaan objek itu. Ini berarti apakah suatu obyek 
menjadi bagian atau sub bagian sesuatu. Sidik jari, tanda-tanda, 
bekasbekas, noda darah, rambut, gat dan sebagainya dapat diklasi 
fikasikan. Misalnya, di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat bagian-
bagian tersebut, maka hal ini dapat menjadi  bahan yang sangat 
berharga, bagian - bagian atau sub bagian itu berasal dari mana. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa kriminalistik berkaitan dengan 
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keadaan atau asal sesuatu' Jika terdapat darah, maka ahli kriminalistik 
dihadapkan pada pertanyaan yang harus dijawabnya, darah itu berasal 
dari mana. 
Sebuah peluru ditemukan pada tubuh korban, ahli tersebut hams 
menjawab peluru itu berasal dari senjata apa dan yang mana. Jika 
suatu potongan tulang itu tulang manusia atau binatang, kalau sudah 
dipastikan bahwa itu tulang manusia maka diperiksa umur berapa orang 
itu, tingginya berapa, tentu semua itu semua itu berguna bagi suatu 
identifikasi. 
Identifikasi melalui bukti-bukti fisik ini sering sangat menyulitkan 
tersangka untuk melepaskan diri atau membela diri. Pemeriksaan 
laboratories ini akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang 
telah terjadi, karena barang bukti ini tidak dapat berbohong sedangkan 
alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan tersangka atau 
terdakwa dapat saja berbohong atau disuruh berbohong. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Musa Perdana Kusuma adalah 
sebagai berikut: 
1. Tidak semua peristiwa kejahatan disaksikan oleh saksi mata. 
2. Saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong. 
3. Bukti fisik yang jumlahnya tidak terbatas yang tidak dapat 
berbohong atau disuruh untuk berbohong karena sifatnya dan bukti 
fisik 
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Tujuan selanjutnya dari laboratorium forensik adalah untuk diri 
penjahat dan masyarakat.Oleh karena itu bagaimanapun cermatnya 
melakukan kejahatan, kemungkinan barang bukti tetap ada. Barang 
bukti inilah yang akan diperiksa secara laboratories oleh pihak 
laboratorium forensik. 
Kejahatan yang terungkap melalui pemeriksaan barang bukti, 
secara physikologi masyarakat akan berpikir bila akan melakukan 
kejahatan. Dengan berfungsinya laboratorium forensik secara efektif, 
masyarakat akan mengalami perkembangan dalam arti perkembangan 
prilaku dalam masyarakat. Dengan demikian tatanan hokum dalam 
proses perkembangannya lambat laun diharapkan tercermin dalam jiwa 
para individu sebagai anggota masyarakat. 
 
C. Pembuktian dan Alat Bukti Berdasarkan Pasal 184 KUHAP 
1. Pembuktian 
Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan 
penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat 
jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan 
pengertian mengenai pembuktian, akan  tetapi banyak ahli hukum 
yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. 
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Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau 
dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. 
Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan 
usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga 
dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. 
Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana 
telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga 
harus mempertanggungjawabkannya. 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 
terdakwa.Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-
alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan 
hakim membuktikan kesaiahan yang didakwakan. 
Dalam pembuktian, ada beberapa sistem atau teori, yaitu antara 
lain : 
a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
Semata (Conviction In Time) 
Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa 
terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung 
pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata.Jadi bersalah 
tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya 
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tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak hams 
timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. 
Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, 
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat 
bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat 
dinyatakan bersalah.Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim 
menjadi subyektif sekali. 
Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak 
memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan 
perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.Hal ini 
terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan 
berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan 
bebas * yang aneh. 
b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas 
Alasan Yang Logis (Conviction In Raisone) 
Sistem pembuktian Conviction In Raisone masih juga 
mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-
satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan 
hakim disini hams disertai pertimbangan hakim yang nyata dan 
logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak 
perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, 
meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang 
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tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan 
undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa 
keyakinan hakim tersebut hams dapat dijelaskan dengan alasan 
yang logis. 
Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone 
hams dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu 
sendiri hams "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang 
dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan 
keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut 
dengan sistem pembuktian bebas. 
c. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara 
Positif (Positief Wettelijk Bewijstheoh) 
Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem 
pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran 
bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada 
tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat 
dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik 
sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan 
keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang 
dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan 
pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah 
menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. 
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d. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara 
Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel) 
Sistem pembuktian negatief wettelijk terletak antara dua sistem 
yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian positif 
wettelijk dan sistem pembuktian conviction intime.Artinya hakim 
hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya 
tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut 
undang-undang. 
Dalam sistem negatif wetteljik ada dua hal yang merupakan 
syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, 
Wettelijk yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh 
undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya keyakinan 
(nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut 
hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan 
keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). 
Meskipun terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-
alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak 
yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan 
terdakwa. Sebaliknya bila hakim yakin akan kesalahan terdakwa, 
tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah 
menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan 
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kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai 
dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. 
2. Alat Bukti 
Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: 
“Keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang 
menganut stelsel Negatief weyyelijk, hanya alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian” 
 
Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. 
Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti 
tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak 
pidana yang telah dilakukan terdakwa  (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 
2003: 11). 
 
Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada 
hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut 
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan 
keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana 
yang telah dilakukan oleh terdakwa (Darwan Prinst, 1998:135 
 
Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP, adalah sebagai berikut: 
a. Keterangan saksi 
 Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah 
salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
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b. Keterangan ahli 
 Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah 
keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.  
 
c. Surat  
 Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada 
Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau 
dikuatkan dengan sumpah, adalah: 
• Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di 
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu; 
• Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
hal atau sesuatu keadaan. 
• surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; 
• surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
d. Petunjuk 
Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, 
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya. 
 
e. Keterangan terdakwa 
Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa 
adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan 
yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. 
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D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan 
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari 
“strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa 
yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. 
Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan “Sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.Akan tetapi, diketahui 
bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai 
pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. 
Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 
pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah : 
 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. 
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 
formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara 
resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1).Secara substansif, 
pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu 
kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh 
gejala alam. 
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 Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 
dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain 
perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 
sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).” 
 
Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
 “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum 
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum.” 
 
Jonkers merumuskan bahwa : 
“Tindak pidana sebagai perisitiwa pidana yang diartikannya 
sebagai suatu perbuatanyang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” 
 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari 
oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, 
yaitu : 
1. Subjek;  
2. Kesalahan;  
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;  
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang 
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan   
pidana;  
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).  
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Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang 
pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas 
perbuatan yang telah dilakukannya.Akan tetapi, sebelum itu mengenai 
dilarang dan diancamnya suatu perbuatanmengenai perbuatannya 
sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle of Legality) yang 
menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali). 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu 
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apayang diinginkan, 
demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana.KUHP telah 
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, 
yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok 
kejahatan dan pelanggaran. 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan.Hal ini dapat 
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diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa 
larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan 
tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau 
tidak memerlukan timbulnya suatu akibattertentu dari perbuatan 
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada 
perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang 
dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang 
dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.  
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsurkesengajaan, 
sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak 
pidana pasifdisebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif 
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adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. 
Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 
diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. 
Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah 
tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak 
pidana pasifmurni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak 
pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak 
pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapatdilakukan dengan 
cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu 
akibat terlarang, tetapi dilakukandengan tidak berbuat atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan antara 
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu 
lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya 
atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut 
juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu 
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana 
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itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan 
voordurende delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai 
tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.  
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak 
pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana 
materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus 
adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.  
g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia(tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan 
tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu 
dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan 
tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai 
negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan 
pelayaran).  
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak 
pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidakdiisyaratkan 
adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan 
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adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila 
terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan.  
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindakpidana diperberat 
dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada 
tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi : 
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat      
juga disebut dengan bentuk standar;  
  2. Dalam bentuk yang diperberat;  
  3. Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan.Situ, pada 
bentuk yang diperberat dan/atau diperingantidak mengulang kembali 
unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi 
bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan 
unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas 
dalam rumusan. 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada 
umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 
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unsur subjektifdan unsur objektif. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 
a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa); 
b. Maksud atau Voornemenpada suatu percobaan atau   
poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang  
terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;  
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad  
yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP 
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP 
                Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 
berikut : 
a.  Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid; 
                     b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang  
pegawai negeri; 
                     c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat. 
38 
 
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa 
teoretis.Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum 
yang tercermin pada bunyi rumusannya. 
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori. 
 
   Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni : Moeljatno, 
R.Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan 
Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistis. 
               Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
               a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
              b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman         
oleh Undang-Undang;  
               c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;  
               d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat  
              dipertanggungjawabkan 
          e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. 
 
Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan 
hukum.Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya.Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan 
bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar 
dipidana. 
 Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yakni: 
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a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);  
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
c. Diadakan tindakan penghukuman.  
 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan 
penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap 
perbuatanyang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman 
(pemidanaan).Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat 
diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana. 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu:  
“bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang 
dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi 
yang melakukannya” (Adami Chazawi, 2001:80). 
 
Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur 
tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, 
semata-mata mengenai perbuatannya. 
Dibandingkan dengan pendapat penganut paham 
monistismemang tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari 
batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut: 
a. Perbuatan (yang);  
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);  
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) 
d. Dipertanggungjawabkan.  
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Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 
a. Kelakuan (orang yang);  
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;  
c. Diancam dengan hukuman;  
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);  
e. Dipersalahkan atau kesalahan.  
 
 
E. Narkotika Dan Psikotropika 
Istilah narkoba merupakan istilah yang sering digunakan dalam 
masyarakat saat ini.Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat 
terlarang.Sebagian juga mengartikan sebagai narkotika dan obat 
berbahaya. 
Narkoba juga biasa diistilahkan sebagai napza.Napza merupakan 
singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.Kedua istilah 
ini sudah menjadi istilah yang umum dalam masyarakat. Berdasarkan asal 
zat/bahannya narkoba dibagi menjadi 2 yaitu: 
1) Tanaman 
a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver 
somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di 
Indonesia. 
b. Kokain, yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, 
Kolumbia). 
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c. Cannabis Sativa atau marihuana atau ganja banyak di tanam di 
Indonesia. 
2) Bukan Tanaman 
a. Semi sintetik : adalah zat yang diproses secara ektraksi, 
isolasi disebut alkaloid opium. Contoh : heroin, kodein, dan 
morfin. 
b. Sintetik : diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, 
menghasilkan   zat   baru   yang   mempunyai   efek   
narkotika   dan diperlukan   medis  untuk  penelitian  serta  
penghilang  rasa  sakit (analgesic) seperti penekan batuk 
(antitusif). 
 
1. Narkotika 
Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani narkoum, 
yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.Pada dasarnya 
narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang 
kedokteran, kesehatan, dan pengobatan serta berguna bagi penelitian 
perkembangan,    ilmu    pengetahuan    farmasi    atau    farmakologi    
itu sendiri.Sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic Iebih mengarah 
ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika berasal 
dari kata "narkoties" yang sama artinya dengan kata "narcosis" yang 
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berarti membius. Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan 
pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, 
yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. 
Sudarto mengemukakan bahwa : 
“Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke" yang     
berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. 
 
 
Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain 
mengatakan bahwa : 
 “Yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja,      
cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda 
tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocain, dan 
termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-
obat yang tergolong dalam hallucinogen, depressant, dan 
stimulant”. 
 
Secara limitatif, pengertian narkotika dimuat dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penuruna atau peubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang 
ini”. 
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Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu 
bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat 
tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, 
hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat, dan halusinasi. Efek 
halusinasi tersebut merupakan salah satu yang menarik bagi kelompok 
masyarakat dan para remaja untuk menggunakan narkotika, meskipun 
tidak menderita apa-apa 
Penggunaan yang demikian itulah yang menimbulkan adanya 
penyalahgunaan narkotika.Dikatakan penyalahgunaan narkotika 
apabila penggunaan narkotika tersebut di luar yang telah ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Penyalahgunaan narkotika berdampak pada timbulnya 
ketergantungan obat.Masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah 
ketagihan.Namun, istilah medis yang sering dipakai akibat 
penyalahgunaan narkotika untuk menunjukkan adanya 
ketergantungan atau ketagihan obat adalah adiksi. 
Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh 
dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus 
dengan takaran yang  meningkat  agar  menghasilkan   efek  yang   
sama dan apabila penggunaanny dikurangi dan/atau dihentikan    
secara  tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 
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Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik 
sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan 
menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.Orang yang 
telah menyalahgunakan narkotika umumnya pada awalnya masih 
menggunakan dosis yang seharusnya (normal). Setelah mengalami 
masa tertentu akan menjadi kebiasaan. Lama-kelamaan akan 
kebutuhan akan narkotika akan lebih tinggi dosisnya dengan efek yang 
sama. Hal inilah yang kemudian berlanjut menjadi ketagihan, dan 
timbullah rasa pada diri pengguna untuk tidak dapat hidup tanpa 
narkotika. 
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, didefenisikan secara limitatif bahwa : 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.Zat tersebut 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif)”. 
 
WHO sendiri memberikan defenisi tentang narkotika sebagai 
berikut : 
"Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke 
dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi 
(kecuali makanan, air, atau oksigen)”. 
 
Narkotika secara farmakologik adalah opioida, seiring berjalannya 
waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun 
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justru menghancurkan.Awalnya narkoba masih digunakan sesekali 
dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. 
Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba 
menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar 
perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa 
dunia, penghilang rasa sakit. 
Narkotika terdiri atas: 
a) Narkotika golongan I 
Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan.Contohnya : ganja, heroin, kokain, opium. 
b) Narkotika golongan II 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan 
terakhir    dan    dapat    digunakan    dalam    terapi    dan    atau    
tujuan pengembangan   ilmu   pengetahuan   serta   mempunyai   
potensi   tinggi mengakibatkan ketergantungan.Contoh : morfina, 
pentanin, dan turunannya. 
c) Narkotika golongan III 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 
dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
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ketergantungan.Contohnya : kodein dan turunannya, metadon, 
naltrexon, dan sebagainya. 
2. Psikotropika 
Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis 
bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif 
pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 
aktivitas mental dan prilaku. 
Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997    
meliputi ecstasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat 
anti depresi dan anti psikosis. Zat Psikotropika yang sering 
disalahgunakan (menurut WHO 1992) adalah: 
1)  Alkohol: semua minuman beralkohol yang mengandung etanol 
(etil alkohol). 
2) Opioida : heroin, morfin, pethidin, dan candu. 
3) Kanabinoida : ganja, hashish. 
4)  Sedativa/hipnotika : obat penenang/obat tidur. 
5) Kokain : daun koka, serbuk kokain, crack. Stimulansia lain, 
termasuk kafein, ecstasy, dan shabu-shabu. Halusinogenika, LSD, 
mushroom, mescalin. Tembakau (mengandung nikotin). Pelarut 
yang mudah menguap seperti aseton dan lem. Multipel 
(kombinasi) dan Iain-Iain, misalnya kombinasi heroin dan shabu-
shabu, alkohol dan obat tidur. Zat adiktif lain termasuk inhalansia 
(aseton, thinner chat, lem, nikotin, dan kafein). 
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 Psikotropika terdiri atas: 
a) Golongan I 
Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai 
potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, 
contohnya : MDMA/ekstasi, LSD, dan STP. MDMA/Ecstasy LSD 
(Lysergic Acid Diethylamide). 
b) Golongan II 
Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat 
digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma 
ketergantungan, contohnya : amfetamin, metilfenidat, atau Ritalin. 
c) Golongan III 
Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma 
ketergantungan, contohnya : lumibal buprenorsina, pentobarbital, 
flunitrazepam 
d) Golongan IV 
Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat 
luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu 
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pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan, contohnya : nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), 
diazepam. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk pelaksanaan penelitian ini, di pilih di Laboratorium Forensik 
POLRI cabang Makassar yang terletak di Jl.Sultan Alauddin No.8 
Pa'baeng-Baeng Makassar. 
Adapun alasan peneliti memilih lokasi yang langsung dengan masalah 
yang akan dibahas dalam Penulisan penelitian, penentuan lokasi ini juga 
agar dapat menganalisis pelaksanaan kinerja Laboratorium Forensik 
POLRI cabang Makassar dalam melakukan pemeriksaan atau analisa 
yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi khususnya 
pada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. 
B.   Jenis dan Sumber Data 
Data yang Penulis gunakan dalam Penulisan penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian langsung dan 
kajian kepustakaan berupa beberapa literatur dan dokumen-dokumen, 
buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang-undangan dan bahan 
tertulis lainnya dari internet yang terkait dengan pembahasan dalam 
penelitian ini. 
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C.  Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan 
cermat terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan 
aparat hukum di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 
2. Wawancara, yaitu Tanya-jawab secara langsung yang dianggap 
dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan 
objek penelitian, 
3. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dikaji. 
D.  Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian disusun 
secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif. Metode analisis data adalah suatu metode dimana data-
data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, 
kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan 
dapat menjawab permasalahan yang ada. Kemudian hasil analisis 
dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan 
dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Laboratorium Forensik Dalam Penyelesaian Kasus 
Narkotika 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai peranan Laboratorium 
Forensik dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 
psikotropika, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai tahap 
untuk mendapatkan pemeriksaan teknis kriminalistik sebagai langkah awal. 
1. Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik  
Tata cara permintaan pemeriksaan yang dimaksud disini adalah tata 
cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan pemeriksaan Laboratorium 
Forensik. Selanjutnya untuk memperoleh pemeriksaan secara Laboratoris 
wajib memenuhi antara lain : 
 
a. Surat  Permintaan Pemeriksaan  
Adapun yang maksud dari pada surat permintaan ini ditujukan kepada 
Kepala Laboratorium Forensik dengan maksud untuk mendapatkan 
pemeriksaan secara laboratoris dari pihak Laboratorium Forensik dengan 
menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan secara tertulis.  Permintaan 
pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi 
berdasarkan permintaan tertulis dari : 
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1. Penyidik Polri  
2. PPNS  
3. Kejaksaan   
4. Pengadilan 
5. POM ,TNI ,dan  
6. Instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya.  
(Perkap Kepolisian Negara Repoblik Indonesia No.10 Tahun  
2009, Pasal 9 ) 
 
b. Laporan Polisi  
Yang dimaksud dengan laporan polisi adalah laporan yang 
menyangkut keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan 
dengan pengambilan-pengambilan barang bukti tersebut. Dalam laporan ini 
menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti, 
misalnya tempat dimana tersangka dan barang bukti pertama kali ditemukan 
yang di sebut TKP pertama.  
Terkadang lokasi ini tidak berdiri sendiri, dalam kasus seperti ini selain 
TKP masih terdapat lokasi-lokasi lain dimana barang-barang bukti lainnya 
dapat ditemukan seperti tempat penyimpan barang (narkoba) yang jumlahnya 
banyak, alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan 
tempat lain yang perlu dan kadang sering memberi banyak informasi yang 
dapat membantu dalam proses pencarian barang bukti.  
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c. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti  
Jika barang bukti berada dalam jumlah yang cukup besar, maka untuk 
pemeriksaan laboratoris cukup mengambil beberapa bagian saja yang 
digunakan sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan 
barang bukti. Oleh karena itu seandainya  barang bukti berjumlah 10 kg, 
untuk pemeriksaan tentunya agak sulit untuk dilakukan oleh karna itu cukup 
mengambil beberapa bagian saja dari barang bukti tersebut untuk dilakukan 
pemeriksaan secara laboratoris. Penyisihan barang bukti tersebut dilakukan 
dalam bentuk berita acara penyisihan barang bukti.  
 
d. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti  
Berita acara pembungkusan ini dilakukan setelah ada barang bukti, 
dimana berita acara pembungkusan ini berisi tentang keterangan yang 
menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh petugas di 
lapangan. Dalam rangka pembungkusan barang bukti, pembungkusan 
dilakukan dengan maksud pengamanan dalam proses pemeeriksaan 
selanjutnya.   
Barang bukti yang sudah dibungkus selanjutnya dilakukan penyegelan 
atas barang bukti tersebut, hal ini dilaakukan untuk menjaga kemurnian dan 
keamanan barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik guna 
untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.   
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e. Visum Et Repertum Bila Terdapat Korban Luka atau Meninggal Dunia.  
Yang dimaksud dengan Visum et repertum di sini adalah suatu laporan 
tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan 
ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula 
kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepantingan peradilan. Pada 
suatu proses peradilan dimulai penyidikan di tempat kejadian sampai pada 
persidangan di pengadilan, maka barang-barang buktilah yang memegang 
peranan utama.  
Tubuh manusia yang hidup ataupun mati dapat merupakan barang 
bukti dan akan ditunjukkan kepada hakim yang akan mengadili perkaranya. 
Akan tetapi tubuh manusia sudah mati dan barang bukti yang di dapat 
tentulah tidak dapat memberikan kesaksian maka, hal tersebut dibutuhkan 
pengetahuan Kedokteran Kehakiman dan Petugas dari Forensik yang 
nantinya akan memberikan jawaban atau laporan tentang hasil pemeriksaan 
terhadap,tersangka, korban, dan barang bukti yang telah diperiksa.  
 
2. Tahap Penyelidikan  
Pada proses penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang untuk 
mencari keterangan dan barang bukti, selain itu penyelidik bersama-sama  
penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang 
setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selagi pemeriksaan  
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itu belum selesai. Dalam rangka penanganan TKP ini penyelidik maupun  
penyidik berusaha antara lain mencari barang bukti yang nantinya akan 
dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik. Untuk mengenali,mencari, 
mengambil serta mengumpulkan barang bukti tersebut memerlukan ketelitian, 
kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang 
bukti, oleh karena pada tahap itu perlu dilibatkan Laboratorium Forensik. 
Sebagai contoh pada kasus pemalsuan produk industri, kebakaran, 
pembunuhan, peledak dan pada kasus penyalahgunaan narkotika dimana 
barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan 
pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan.  
 
3. Tahap Penindakan    
Salah satu kegiatan penindakan adalah melakukan melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti atau benda yangada hubungannya dengan 
tindak pidana yang terjadi, dalam hal melakukan penyitaan terhadap benda 
atau barang yang berbahaya dan mudah terkontaminasi atau 
pengambilannya memerlukan peralatan atau penanganan khusus maka 
diperlukan dukungan teknis dari Laboratorium Forensik untuk menangani 
barang bukti tersebut. Dengan demikian diharapkan bahwa barang bukti yang 
kemudian hari akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik tidak 
mengalami perubahan atau terkontaminasi sehingga hasil pemeriksaan yang 
dilakukan sesuai dengan sifat asli barang bukti.  
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Peranan Laboratorium Forensik dalam hal penindakan sangat 
diperlukan yaitu pada pengambilan barang bukti atau sampling serta 
pengamanan ataupun pengawetan barang bukti yang akan diperiksa di 
Laboratorium Forensik.  
 
4. Tahap Pemeriksaan   
Tahap pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan 
keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan saksi ataupun barang 
bukti sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di 
dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas posisinya. Salah satu kegiatan 
pada tahap pemeriksaan yang berhubungan dengan laboratorium forensik 
antara lain bahwa penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang 
yang memiliki keahlian khusus.  
Sepanjang pendapat orang ahli yang diminta oleh penyidik tersebut 
berhubungan dengan barang bukti, maka ahli tersebut akan melakukan 
pemeriksaan atau analisa barang bukti di Laboratorium. Sebagai contoh 
pemeriksaan kandungan zat aktif dalam narkotika sebagaimana pemeriksaan 
tersebut memerlukan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan  teknologi  yang 
dimiliki oleh Laboratorium Forensik. 
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5. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas  
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan dimana 
dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib 
segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut  
umum. Susunan berkas antara lain Berita Acara Pemeriksaan Ahli mengenai 
barang bukti. Dengan demikian peran Laboratorium Forensik Pada tahap ini 
adalah melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan  mengenai barang 
bukti secara Laboratoris Kriminalistik dan menyerahkannya kepada Penyidik.  
 
6. Peran Laboratorium Forensik Dalam Tahap Penuntutan 
 Dalam hal proses penuntutan, penuntut umum dapat melakukan 
konsultasi dengan pemeriksa ahli dari Laboratorium Forensik tentang  hasil 
pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sehingga unsur pidana yang 
didakwakan menjadi lebih akurat. Selain itu dalam hal jaksa melakukan 
penyidikan kasus tindak pidana khusus, maka jaksa sebagai penyidik dapat 
mengirimkan barang bukti untuk diperiksa oleh ahli di Laboratorium Forensik.  
 
7. Peran Laboratorium Forensik Polri Dalam Tahap Peradilan  
Menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu : 
1. Keterangan saksi  
2. Keterangan ahli 
3. Surat  
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4. Petunjuk dan  
5. Keterangan terdakwa  
Dari kelima alat bukti tersebut di atas, 3 diantaranya yaitu keterangan ahli, 
surat dan petunjuk dapat berasal dari produk Laboratorium Forensik Polri 
yang berdasarkan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium.  
Peran dan fungsi Laboratorium Forensik berdasarkan undang-undang 
No. 22  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu 
Pasal 14 ayat 1 huruf H “ Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, 
Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk 
kepentingan tugas kepolisian.” 
Rumusan tugas pada Pasal di atas merupakan dasar bagi 
penyelenggaraan fungsi teknis kriminalistik/forensik pemeriksaan 
laboratorium yang meliputi kimia, narkotika, tosikologi, biologi, fisika, balistik,  
metalurgi, dan dokumen serta uang palsu forensik. 
Berikut data jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 
psikotropika yang telah diteliti atau diperiksa di Laboratorium Forensik POLRI 
Cabang Makassar.  
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Table.1 
 Data jumlah kasus penyalahgunan narkotika di kawasan Indonesia 
Timur yang telah diperiksa di Laboratorium Forensik POLRI Cabang  
Makassar selama periode tahun 2010  s/d 2014. 
 
NO TAHUN 
JUMLAH PERKARA 
(PK) 
JUMLAH 
BARANG BUKTI 
(BB) 
1 2010 811 6464 
2 2011 863 6578 
3 2013 892 6676 
4 2014 1814 7865 
Sumber : Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 02 Februari 2015 
 
Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat Penyalahgunaan 
Narkotika di Kawasan Indonesia Timur yang telah diperiksa oleh 
Laboratorium Forensik Cabang Makassar selama periode tahun 2010 s/d 
2014 mengalami peningkatan, dari data tabel  produk Laboratorium 
Forensiklah yang sangat berperan penting dan menjadi acuan dalam 
mengungkap dan penyelesaian kasus untuk tahun-tahun yang akan datang , 
serta dalam menjatuhkan hukuman terhadap  terdakwa.  
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Dalam penelitian ini diambil sampel salah satu terdakwa kasus 
penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar atas nama ARIS KAMARUDDIN 
dan IMAN BUDI, Dimana barang bukti yang diperiksa/diteliti di Laboratorium 
Forensik POLRI Cabang Makassar berupa Urine para terdakwa yang positif 
mengandung bahan aktif berupa Methamphetamine yang termasuk dalam 
daftar Narkotika Gol I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan barang bukti 
bungkus kristal bening (sachet plastik), kristal Bening (pipet kaca/pireks) 
tersebut benar mengandung Metamfetamine golongan I lampiran Undang-
undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan hakim menyatakan bahwa 
terdakwa 1. ARIS KAMARUDDIN dan terdakwa 2. IMAN BUDI, telah terbukti 
secara sah melakukan tindak pidana secara bersama-sama 
menyalahgunakan narkotika golongan I , dengan itu menjatuhkan pidana oleh 
karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 
selama 1 tahun.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan  
melalui  Laboratorium Forensik  jelas bahwa peranan Laboratorium Forensik 
sangatlah penting dalam proses persidangan dalam menjatuhkan putusan 
kepada para terdakwa.   
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Berikut adalah daftar tabel keberhasilan Peranan Laboratorium 
Forensik Cabang Makassar didalam melakukan Pembuktian Terhadap 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika terhadap perkara 
dan barang bukti yang masuk sepanjang tahun  2014. 
Tabel. 2 
Daftar tabel permintaan pemeriksaan tertulis yang terbukti maupun 
tidak terbukti sepanjang Tahun 2014 
 
NO BULAN 
PERMINTAAN 
TERTULIS 
TERBUKTI TIDAK TERBUKTI 
1 JANUARI PENYIDIK POLRI   _ 
2 FEBRUARI PENYIDIK POLRI   _ 
3 MARET PENYIDIK POLRI   _ 
4 APRIL PENYIDIK POLRI   _ 
5 MEI POM / TNI   _ 
6 JUNI PENYIDIK POLRI   _ 
7 JULI PENYIDIK POLRI   _ 
8 AGUSTUS PENYIDIK POLRI   _ 
9 SEPTEMBER POM / TNI _   
10 OKTOBER PENYIDIK POLRI   _ 
11 NOPEMBER POM / TNI   _ 
12 DESEMBER POM / TNI   _ 
Sumber Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar 02 Februari 2015 
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Data dalam tabel keberhasilan tersebut diambil dari sampel penelitian 
terhadap para penyidik polri dan beberapa anggota POM / TNI yang meminta 
pemeriksaan secara laboratoris di laboratorium Forensik Cabang Mkassar, 
hampir keseluruhan selama periode bulan januari sampai dengan desember 
kinerja laboratorium cabang Makassar tidak mengalami kendala atau dapat 
terbukti, namun pada bulan September barang bukti yang berasal dari POM / 
TNI tersebut tidak dapat diperiksa dikarenakan jenis narkoba baru dan perlu 
penanganan khusus oleh ahli yang lebih senior dan teknologi yang canggih 
dari laboratorium pusat di Jakarta. 
 
B. Hambatan Laboratorium Forensik Dalam Melaksanakan Tugas  
dan Fungsinya  
Yang dimaksud hambatan dalam hal ini adalah hal-hal atau keadaan 
yang menjadi faktor penghambat berkembangnya Laboratorium Forensik 
pada umumnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  
Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah : 
1. Terletak pada isi surat permintaan untuk mendapatkan pemeriksaan 
secara laboratoris kriminalistik dimana isinya seringkali tidak disebutkan 
secara jelas apa yang akan dikehendaki untuk mendapatkan pemeriksaan 
tersebut.   
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2.  Seringkali lambatnya proses penyelesaian investigasi di Tempat Kejadian 
Perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pengiriman 
barang bukti ke Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar untuk 
dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang harusnya dilakukan 
sesegera mungkin.  
3. Seringnya alat instrumen pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI 
cabang Makassar mengalami gangguan atau mengalami kerusakan 
sehingga proses pemeriksaan barang bukti menjadi terlambat dan dan 
dimana dalam hal ini memerlukan penangana khusus untuk 
memperbaikinya.  
4. Barang bukti yang dikirim oleh penyidik terlalu sedikit atau rusak selama 
pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap sehingga memerlukan 
waktu yang lama untuk memeriksa barang bukti tersebut.  
5. Kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh pihak Laboratorium Forensik 
Polri Cabang Makassar sehingga pemeriksaan barang bukti yang di kirim 
ke laboratorium untuk diperiksa menjadi terlambat.  
6. Terbatasnya instrumen atau alat yang canggih yang dimiliki oleh 
Labroratorium Forensik Cabang Makassar sehingga untuk beberapa 
kasus Narkotika memerlukan instrumen teknologi yang canggih dan harus 
di kirim ke Laboratorium Forensik Pusat guna mendapatkan pemeriksaan 
lebih lanjut. 
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7. Sering terlambatnya barang bukti dan kurang lengkapnya Persyaratan 
surat pemeriksaan yang mesti wajib dipenuhi untuk mendapatkan 
pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. 
8. Timbulnya opini dalam masyarakat yang mementingkan arti bukti hidup 
berupa keterangan saksi, sedangkan alat bukti dianggap kurang penting 
sehingga kurang mendapat perhatian. Padahal barang bukti inilah 
sebagai kunci penyelesaian suatu perkara ilmiah dan diaanggap penting 
perananya dalam proses pembuktian.  
 
C. Tahapan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Untuk Kasus Narkotika  
Sebelum melangkah ketahap pencarian barang bukti ada baiknya bila kita 
mengenal tanaman yang tergolong dalam kelompok narkotika yaitu : 
1. Ganja   
2. Coca/kokain   
3. Tanaman Papaver Somniferum atau biasa disebut Candu. 
Penjelasan lebih lengkapnya yaitu : 
1. Ganja (Marihuana, Cannabis Indical) merupakan tanaman yang 
tumbuh subur di Negara kita, baik di dataran rendah maupun di 
dataran tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh mencapai ketinggian 2 
meter, bila tanaman ini diremas dengan jari-jaru maka akan tercuim 
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bau yang khas dan menyegarkan.  
2. Coca/kokain (Erythroxylon Coca) adalah zat yang adiktif yang sering 
disalahgunakan dan merupakan zat yang berbahaya.kokain 
merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar 
Erythroxylon Coca.  
3. Papaver Somniferum, jenis tanaman ini yang digunakan adalah 
getahnya yang didapat dari buah yang hendak masak , getah yang 
keluar berwarna putih dan dinamai “Lates”. Getah ini dibiarkan kering 
pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan 
sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang  menyerupai aspal 
lunak,inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu 
mentah mengandung banyak zat-zak aktif yang sering 
disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua yang cara 
pemakaiannya dengan cara dihisap.  
 
1. Pencarian Barang Bukti  
Dimulai dari pencarian barang bukti dari jenis ganja yaitu melihat dari 
bentuknya, seperti dalam bentuk tangkai, daun, bunga, dan buah yang 
dikemas dalam plastik kecil atau kemasan besar. Sering juga dalam bentuk 
rokok yang dicampur dengan tembakau, dalam bentuk yang telah dihaluskan 
sehingga merupakan  barang yang kompak dengan warna kehijauan. Dan 
atau pun berbentuk sari dari tanaman ganja yang berupa 
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minyak ganja dengan bentuk kental padat dengan warna coklat kehitaman  
dan bau yang khas yang biasa disebut Hasbish.  
Selanjutnya dari jenis Coca dimana jenis tanaman ini yang 
diperdagangkan adalah daun yang sudah dikeringkan yang sudah diolah 
untuk diambil sarinya. Sedangkan untuk jenis Papaver Somniferum jenis 
tanaman ini dalam peredaran perdagangannya berbantuk Candu yang terdiri 
dari candu mentah dan candu masak. 
 
2. Pengumpulan/Pengambilan Barang Bukti  
Bilamana barang bukti berupa tanaman maka yang diambil sebagai 
barang bukti tanaman itu adalah akar, batang, tangkai,daun, dan buah. 
Selanjutnya dikeringkan dahulu agar dalam pengirimannya tidak mengalami 
pembusukan atau rusak, maka setelah kering dikemas dengan  
cara yaitu bila terlalu panjang dapat dipotong menjadi dua atau tiga 
bagian,kemudian disimpan dalam map atau dijepit dengan kertas kemudian 
dimasukkan ke dalam karton, kemudian dilakukan pembungkusan. Hal ini 
berlaku untuk semua barang bukti yang berupa tanaman.  
Bila barang bukti berupa bentuk narkotika yang bersal dari tanaman 
maka diambil sekitar sekitar 50 Gram, namun bila jumlahnya cukup besar 
maka diambil dari permukaan atas, bagian tengan, dan bagian bawah. 
Selanjutnya ditempatkan kedalam wadah yaang bersih dan diusahakan 
memakai kantong plastik yang baru. Untuk setiap bagian yang diambil 
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ditempatkan kedalam wadah yang terpisah dan diberi label.   
3. Pengamanan/Pembungkusan Barang Bukti  
Untuk pengamanannya, maka dari kumpulan barang bukti itu 
ditempatkan dalam satu wadah yang cukup kuat yang tidak mudah rusak bila 
dalam perjalan pengirimannya. Setelah dimasukkan dalam wadah yang baik 
kemudian dibungkus pula dengan baik dan diikat dengan tali yang cukup kuat 
dimana pada setiap tali pengikatnya diberi segel. 
 
4. Pengiriman Barang Bukti  
Dalam pengiriman barang bukti ini selain permohonan bantuan 
pemeriksaan Laboratoris yang berisi pengiriman barang bukti dan 
dilampirkan pula : 
1. Laporan polisi  
2. Bila barang bukti merupakan perwakilan (mewakili dari jumlah yang 
lebih besar) maka dicantumkan pula berupa jumlah keseluruhannya 
dalam berita acara pengambilan/pengumpulan barang bukti.  
3. Berita acara penyegelan barang bukti dan berita acara pembungkusan 
barang bukti.  
4. Surat permohonan pemeriksaan Laboratoris yang jelas. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar pada umumnya 
sudah sangat efektif didalam menjalankan peranannya sebagai tempat 
pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik dan memeriksa 
barang bukti secara teknis kriminalistik di TKP untuk kepentingan 
penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika dan psikotropika. Tidak hanya itu saja peranan Laboratorium 
Forensik POLRI Cabang Makassar sangat penting dalam hal 
menentukan kandungan dari jenis narkotika, yang dimana dari hasil uji 
Laboratorium forensik tersebut dapat diketahui dan didapatkan 
informasi mengenai golongan narkotika maupun kandungannya, serta 
dari hasil pemeriksaan tersebutlah penyidik dapat menentukan pasal 
yang akan disangkakan bagi para tersangka atau terdakwa dalam 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, 
Pemeriksaan yang dilakukan melalui Laboratorium Forensik sangat 
besar pengaruhnya dalam mendukung keyakinan hakim, dalam hal 
membantu hakim dalam memutus suatu perkara dengan adanya 
peran Laboratorium forensic dalam sistem pembuktian atau sebagai 
alat bukti di dalam persidangan. 
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2. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya tidak terlepas dari hambatan, yaitu dalam surat 
permintaan pemeriksaan sering tidak jelasnya maksud dan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan, seringnya tidak terpenuhi syarat formal 
berupa kelengkapan berkas administrasi dan syarat materil berupa 
jumlah barang bukti yang tidak cukup untuk diperiksa, atau barang 
bukti dalam keadaan cacat atau rusak sehingga dapat memperlambat 
proses pemeriksaan secara laboratoris. 
 
B. Saran 
1. Sebaiknya Pihak dari Kantor Laboratorium Forensik POLRI cabang 
Makassar senantiasa melakukan sosialisasi, tentang fungsi ataupun 
tata cara serta proses untuk mendapatkan pelayanan dari 
Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar, seperti tata cara 
mengajukan pemeriksaan, agar kedepannya fungsi dari Laboratorium 
Forensik POLRI cabang Makassar dapat diketahui secara baik oleh 
para pihak yang memerlukan jasa Laboratorium Forensik POLRI 
cabang Makassar, dikarenakan masih banyak pihak yang kurang 
paham dan mengerti mengenai sistem administrasi untuk meminta 
pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Cabang 
Makassar. 
2. Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar dalam menjalankan 
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tugas dan fungsinya agar senantiasa tetap meningkatkan 
pelayanannya terhadap masyarakat khususnya pihak yang meminta 
pemeriksaan secara Laboratoris, mengingat pentingnya peranan yang 
diberikan didalam proses pembuktian perkara di pengadilan. 
3. Hendaknya Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar lebih 
banyak memiliki staf ahli maupun teknologi yang canggih didalam 
pemeriksaan barang bukti sehingga proses pemeriksaan dapat 
berjalan dengan cepat dan lancar guna kepentingan penyidikan tanpa 
perlu lagi ada barang bukti yang dikirim ke puslabfor pusat di Jakarta. 
4. Sebaiknya para staf ahli Laboratorium Forensik terus meningkatkan 
ke-ilmuannya terkait dalam hal pemeriksaan barang bukti, dikarenakan 
beberapa tahun ini makin maraknya jenis Narkotika dan Psikotropika 
golongan baru yang masuk kewilayah Hukum di Indonesia. 
5. Dalam pengiriman barang bukti, sebaiknya pihak yang meminta 
pemeriksaan terlebih dahulu harus memperhatikan langkah-langkah 
pengiriman dan segala kelengkapan dan kesempurnaan barang bukti 
sebelum membawanya ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar, 
agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan tidak merusak 
barang bukti tersebut. 
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